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ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Aparatur Sipil Negara yang belum disiplin
terhadap peraturan tentang protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada Bagian Umum. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedisiplinan Aparatur Sipil Negara era
Pandemi covid-19 pada Bagian Umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Selatan. Analisis kedisiplinan menggunakan indikator kedisiplinan menurut Lateiner.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Selatan, terutama pada bagian umum dapat dinyatakan belum disiplin karena masih
ditemukan beberapa pegawai yang belum disiplin terhadap protokol kesehatan di
tempat kerja, seperti tidak memakai masker, tidak menggunakan sarana tempat cuci
tangan di luar pintu masuk kantor, dan kurangnya kepedulian dan perhatian dari para
pegawai terhadap pegawai yang melanggar protokol kesehatan di tempat kerja. Adapun
saran dalam penelitian ini, yaitu para Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD
Provinsi Sumatera Selatan, terutama pada Bagian umum, untuk mentaati dan
melaksanakan peraturan tentang protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19
untuk mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19 di tempat kerja.

Kata Kunci : Disiplin, Aparatur, Sipil, Negara, Covid-19, Bagian, Umum,
Sekretariat, DPRD, Provinsi, Sumatera, Selatan.
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ABSTRACT

This research was motivated by the State Civil Apparatus who had not been disciplined
with regulations regarding health protocols during the COVID-19 pandemic at the
Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province, especially in the General Section.
This study aims to find out about the discipline of the State Civil Apparatus in the era
of the Covid-19 Pandemic in the General Section at the Secretariat of the DPRD of
South Sumatra Province. Discipline analysis uses disciplinary indicators according to
Lateiner. The research method used is a qualitative research method. Data collection
techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this
study indicate that the State Civil Apparatus at the Secretariat of the DPRD of South
Sumatra Province, especially in the general section can be declared undisciplined
because there are still some employees who are not disciplined with health protocols
in the workplace, such as not wearing masks, not using hand washing facilities in the
workplace. outside the office entrance, and the lack of care and attention from
employees towards employees who violate health protocols in the workplace. The
suggestions in this study are the leaders and officials at the Secretariat of the DPRD
of South Sumatra Province, especially in the general section to pay more attention and
directly supervise their employees to comply with health protocols in the workplace
and be more assertive in giving sanctions to State Civil Apparatuses who violate
workplace health protocols. As for the suggestions in this study, the State Civil
Apparatus at the Secretariat of the DPRD of South Sumatra Province, especially in the
general section to obey and implement regulations regarding health protocols during
the COVID-19 pandemic to prevent the spread and transmission of the Covid-19 virus
in the workplace.

Keywords : Discipline, State, Civil, Apparatus, Covid-19, General, Section,

Secretariat, DPRD, Province, South, Sumatra.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Aparatur
Sipil Negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi
pemerintah. Aparatur sipil negara diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan. Aparatur sipil negara digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai di instansi pemerintahan.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 21 menyebutkan bahwa Aparatur
Sipil Negara memiliki hak berupa gaji, tunjangan, fasilitas kerja, cuti, jaminan pensiun,
perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian, dalam pasal 23 menyebutkan
bahwa Aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk setia dan taat pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Aparatur sipil negara wajib menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat
pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan
bersedia ditempatkan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada
Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 6 tentang jenis pegawai ASN disebutkan

bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis yaitu Aparatur Sipil Negara sebagai
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pegawai tetap dan Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K). kemudian
dilanjutkan pada pasal 7 tentang status pegawai bahwa Pegawai Pemerintahan dengan
Perjanjian Kerja yang disingkat P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan
kebutuhan pemerintah dan ketentuan undang-undang.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 86 menjelaskan bahwa untuk
menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Aparatur sipil
negara wajib mematuhi disiplin Aparatur Sipil Negara. Instansi pemerintah wajib
melaksanakan penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara serta melaksanakan
berbagai upaya peningkatan disiplin. Aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran
disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Aparatur Sipil Negara dalam rangka mewujudkan kedisiplinan kerja, pemerintah
telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur
Sipil Negara. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Disiplin Aparatur Sipil Negara
adalah kesanggupan aparatur sipil negara untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin.

Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kerja Aparatur Sipil
Negara, menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara Wajib :

1. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Aparatur Sipil Negara

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.

2. Bekerja dengan Jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

3. Masuk kerja dan mentaati peraturan kerja.

4. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-

baiknya.
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Pada era pandemi covid-19, Aparatur sipil negara tidak hanya diwajibkan untuk
disiplin pada peraturan yang berlaku pada masa normal saja tetapi juga pada masa New
Normal. Aparatur sipil negara bukan hanya dituntut untuk disiplin dalam bekerja, aparatur
sipil negara juga dituntut untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus covid-19. Oleh karena itu,
untuk menjaga kedisiplinan aparatur sipil negara dalam bekerja di tengah masalah
pandemi covid-19, pemerintah Indonesia membuat dan menetapkan peraturan tentang
Protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh aparatur sipil negara di
masa pandemi covid-19.

Peraturan mengenai Protokol Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19 yang harus
dipatuhi dan dilaksanakan oleh para aparatur sipil negara telah diatur oleh Kementerian
Kesehatan. Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan
Pengendalian coronavirus disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Dalam
peraturan tersebut membahas tentang panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus
disease (Covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri serta adanya pembinaan dan
pengawasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam menerapkan panduan pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019
(covid-19) di tempat kerja perkantoran dan industri.

Kemudian untuk peraturan tentang protokol kesehatan era pandemi covid-19 untuk
wilayah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju
Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA) Pada Situasi coronavirus disease 2019
(Covid-19) di Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

37 Tahun 2020 dalam pasal 4 ayat 3 memerintahkan kepada setiap orang yang berdomisili
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di wilayah Sumatera Selatan untuk mentaati kewajiban mengenai protokol kesehatan era

pandemi covid-19, yaitu :

1.

Memakai masker saat keluar rumah atau saat berinteraksi dengan orang yang
belum diketahui status kesehatannya.

Mencuci tangan dengan sabun secara teratur atau menggunakan cairan antiseptik
dengan kandungan alkohol 70 persen.

Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak
bersih.

Menjaga jarak di semua tempat minimum 1,5 - 2 meter.

Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam beraktivitas.

Pada pasal 7 ayat 3 Peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2020 menegaskan bahwa

para pimpinan/pejabat pemerintahan di tempat/kantor diwajibkan untuk memastikan

terlaksananya protokol kesehatan dan melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus

covid-19 di lingkungan kerja secara berkala dengan cara :

1.

2.

Membersihkan lingkungan tempat kerja.

Melakukan desinfeksi pada dinding, lantai, dan perangkat kerja di kantor.
Melakukan pemantauan dan deteksi suhu tubuh pegawai yang memasuki
kantor/tempat kerja.

Mengatur jumlah pegawai dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan
pemberian tanda di lantai.

Pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja.

. Pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pegawai yang melayani tamu.

Pegawai yang sedang sakit disarankan untuk bekerja dari rumah (work from home)
dikarenakan fisik pegawai yang sakit tersebut lemah sehingga rentan terpapar
virus covid-19.

Menyediakan fasilitas cuci tangan dan mudah diakses di tempat kerja.



5

9. Penyediaan dan pengaturan ruangan kerja, pengaturan posisi duduk dengan jarak
aman serta membersihkan ventilasi dan sirkulasi udara di ruangan kerja.
10. Melakukan penyebaran informasi serta anjuran himbauan pencegahan covid-19
untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Undang-undang nomor 5 tahun 2014, Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010,
dan peraturan Gubernur nomor 37 tahun 2020 yang telah dijelaskan tersebut dapat
dijadikan sebagai pedoman bagi para Aparatur Sipil Negara untuk disiplin dalam bekerja
dan disiplin terhadap protokol kesehatan pada era pandemi covid-19, sehingga dengan
harapan para pegawai aparatur sipil negara dapat bekerja dengan tertib dan teratur serta
terhindar dari penularan virus covid-19.

Berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari dan 27
April 2021 di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
ditemukan sarana pencegahan virus covid berupa tempat cuci tangan di luar ruangan pintu
masuk kantor serta spanduk atau poster yang ditempelkan di gerbang pintu masuk kantor
dan di dinding koridor kantor. Berdasarkan temuan observasi peneliti dapat diketahui
bahwa Sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Selatan telah
menerapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 dalam pasal 7
ayat 3 tentang upaya pencegahan penyebaran virus covid-19 di lingkungan kerja yaitu
menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses di tempat kerja dan melakukan
penyebaran informasi serta anjuran himbauan pencegahan covid-19 untuk disebarluaskan
pada lokasi strategis di tempat kerja. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37
tahun 2020 telah dijadikan sebagai dasar hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Selatan.
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Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 1. Penyebaran Informasi berupa Spanduk/Banner tentang himbauan
pencegahan covid-19 di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Smatera»SeIatan

Gambar 2. Penyediaan fasilitas pencegahan terhadap pandemi covid-19 berupa
tempat cuci tangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
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Berikut data rekapitulasi absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan pada bulan Januari — Maret 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi Absensi Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan pada bulan Januari - Maret 2021

Kriteria Absensi Januari Februari Maret
Sakit 0 0 0
Izin 0 0 0
Cuti 36 26 29
Dinas Luar 731 1.302 1.336
Tanpa Keterangan 44 25 34
Lain-lain 24 5 0
Jumlah hari kerja 1.920 1.824 1.974
Jumlah absen 68 30 34
Jumlah hadir 1.029 452 575
Jumlah Pegawai 96 96 94

Sumber : Data Kearsipan Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan.

Berdasarkan tabel rekapitulasi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan,

Untuk mengetahui bahwa pegawai absen atau tidak masuk kerja dapat dilihat dari

keterangan berupa izin, sakit, tanpa keterangan dan lain-lain. kemudian maksud dari

keterangan lain-lain pada tabel rekapitulasi absensi pegawai tersebut adalah pegawai yang

datang ke kantor tetapi tidak melakukan absensi dan pegawai melakukan absensi

kehadiran pada pagi hari, tetapi tidak melakukan absensi di waktu sore hari saat pulang

kerja dan juga sebaliknya, maka pegawai tersebut dinyatakan absen (tidak masuk kerja).

Berdasarkan hasil rekapitulasi absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan menunjukan bahwa terjadi penurunan tingkat absen atau ketidakhadiran pegawai

mulai bulan januari — februari 2021 kemudian di bulan maret 2021 mengalami kenaikan.
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Hal tersebut menunjukan bahwa absensi pegawai Aparatur Sipil Negara di Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Selatan cukup baik. Berdasarkan tabel rekapitulasi absensi
pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditemukan permasalahan
kedisiplinan yaitu ada beberapa pegawai yang absen bekerja pada bulan januari-maret
2021. Pada bulan januari berjumlah 68 absen kerja, bulan februari berjumlah 30 absen
kerja dan bulan maret berjumlah 34 absen kerja. Perjalanan Dinas atau Dinas Luar dan
Cuti tidak dianggap sebagai absen atau ketidakhadiran pegawai di kantor. Pada
undangundang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 23 mengatur bahwa pegawai Aparatur
Sipil Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas kedinasan karena perjalanan
dinas merupakan tugas dan kewajiban bagi Aparatur Sipil Negara untuk mencapai target
kinerja. Kemudian, undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam pasal 21 menyebutkan
bahwa Aparatur Sipil Negara berhak memperoleh cuti. Berdasarkan hasil rekapitulasi
absensi pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dinyatakan bahwa
sebagian pegawainya belum disiplin karena masih ada beberapa pegawai Aparatur Sipil
Negara di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang absen bekerja di
kantor.

Berdasarkan observasi peneliti pada 27 April 2021 di bagian umum Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditemukan beberapa pegawai tidak mematuhi protokol
kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak sosial. Pegawai yang
tidak menggunakan masker pada masa pandemi covid-19 dapat dinyatakan telah
melanggar peraturan gubernur nomor 37 tahun 2020 pasal 4 ayat 3 bahwa setiap orang
diwajibkan memakai masker ketika sedang berada di luar rumah/tempat tinggal. Kepala
bagian dan sub kepala bagian pada bagian umum di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera
Selatan, terlihat kurang mengawasi dan kurang memperhatikan para pegawainya
akibatnya, ada beberapa pegawai yang tidak disiplin dan melanggar protokol kesehatan

pada masa pandemi covid-19 di tempat kerja.
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Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Gambar 3. Ruangan kerja pada bagian umum di Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti tersebut dapat diketahui bahwa di Sekretariat
DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditemukan permasalahan kedisiplinan yaitu beberapa
pegawai absen bekerja di kantor pada bulan januari-maret 2021 dan beberapa pegawai
yang melanggar protokol kesehatan era pandemi covid-19 seperti tidak memakai masker
dan tidak menjaga jarak sosial serta kurangnya perhatian dan pengawasan para pimpinan
kepada pegawainya yang melanggar protokol kesehatan di era pandemi covid-19.

Permasalahan tersebut menunjukan bahwa sebagian Aparatur Sipil Negara di
Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terutama pada bagian umum belum disiplin
dalam bekerja dan belum disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan era pandemi
covidl9 di tempat Kkerja.

Dengan demikian, dari permasalahan awal yang telah dijabarkan tersebut maka
penelitian ini berjudul : “Disiplin Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada
Bagian Umum Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka permasalahannya adalah
Bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada Bagian Umum di
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka tujuan penelitian ini
yaitu ingin mengetahui kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Era Pandemi Covid-19 Pada
Bagian Umum di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.
D. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi Civitas
Akademika sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya
Jurusan llmu Administrasi Publik Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas
Sriwijaya dan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi
khususnya bagi pihak Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dan pada umumnya seluruh masyarakat Sumatera Selatan, serta pihak-pihak

lain yang umumnya membutuhkan informasi terkait dengan penelitian ini.
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